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dalam bidang komunikasi yakni media sosial yang membuat Lebih mudah bagi orang untuk mengungkapkan pendapat, |
pendapat, ide atau gdgden Namun, kebeoasan ini dapat menjadi kontrol potensial dalar alan, jika
ticiak ada orang, 3g < ] annya secara berlebihan di jojar at, Tentu saja, ada banyak !
efek negatif di balik banyaknva penggunaan medla 505|a| Sa:ah satu efek negatuf yang nyata adalah 5e-.,r-_-uranc_a menjadi |
malas karena dia akan fery adoe T bermain med 1 dia tidak I
peduli dengan kehy ' nyatanya Alasan dan daterbltkannya SE!OGIXIEOIS adalah untuk membenkan SJkap tegas bagl
anggota polri dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian di Indonesia. lenderal Badrodin Haiti menjelaskan bahwa
selama ini banyak anggota yang ragu-ragu memilah antara kebebasan berbicara dengan penebar kebencian. Padahal
semua itu ada aturan formalnya di dalam undang-undang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pengaturan tindak
pidana terhadap ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia saat sekarang ini dan Pengaturan tindak pidana ujaran
kebencian dalam hukum pidana Indonesia dimasa yvang akan datang. Penelitian tersebut termasuk dalam kelompok
penelitian hukum normatif, Sementara dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Di Indonesia,
menurut Hukum Pidana Surat Edaran Komisaris Polisi Nomeor: SE/06/X/2015 (Pasal 1568), terdapat beberapa peraturan
yang mengatur tentang kejahatan terkait ujaran kebencian terhadap individu, kelompok atau lembaga. , Pasal 157,
Pasal 310, Pasal 311}, dan kemudian Pasal 28 jis. Pasal 45(2) UU. Tidak. Pasal 16 Undang- Undang Nomor 11 dan
Nomor 16 Tahun 2008. 16 Tentang informasi dan transaksi elektronik, Keputusan tersebut bernomor SK No, 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dikatakan UU ITE tidak memberikan rasa aman, keadilan dan
kespastian hukum dalam hukum, khususnya bagi pengguna dan penyedia teknologi informasi. Karena dikatakan aparat
pensgak hukum lamban dalam menindaklanjuti kasus ITE dan belum memberikan efek jera, sehingga masih banyak
kasus ITE yang mewabah di masyarakat. Polisi menilai persoalan penegakan hukum terkait teknologi informasi tidak
dapat diselesaikan melalui UU Teknologi Informasi. Pasalnya, ternyata banyak kasus yang dituduh melanggar UU ITE,
namun bias. Demikian pula, organisasi masyarakat sipil percaya bahwa undang undang ITE tidak dapat menyelesatkan
masalah teknologi informasi, ts ma masalah yang terkail dengan pasal pe 1@ baik. Artikel ini dianggap
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Abstrak

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi yakni media sosial yang membuat
orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. Namun,
kebebasan tadi akan menjadi sebuah potensi kontrol dalam konflik dan masalah apabila
tidak ada dari seseorang agar tidak berlebihan menggunakan kebebasannya dalam jejaring

ali : il ada banyak juga dampak
i terlihat ialah seseorang

negatif yang ditimk
akan menjadi

A 1 ¢ ikan sikap tegas
bagi anggotaipel pigdaiia Ak donesia. Jenderal
Badrodin Haifi i askanY : 1 ba : o T gu-ragu memilah
antara kebeb! 1“1,-' ara oder ene ; ' effua itu ada aturan
formalnya di @@lag '

Masal: '6’; ak pidana terhadap

s

Pengaturan tindak
akan datang.
penelitian  hukum
iptif analitis.
tang tindak pidana
eseorang, kelompok
£/2015 yaitu terdapat
udian Pasal 28 jis.
ffasaksi Elektronik dan
griihinasi Ras dan Etnis.
cadilan, dan kepastian

ujaran kebenc
pidana ujaran
Jenis
Normatif. Sed
Di Ind
yang terkait d
ataupun lemba
di dalam KUH
Pasal 45 ayat (2 fﬂ
Pasal 16 UU

hukum dalam un¢ susiya. b: faipenyelengara Teknologi
Informasi. Hal ini e Pmenindaklanjuti kasus-kasus
ITE dikatakan lelet : yulka #himgB2 masih banyak kejahatan

memberi pendapat bahwa UU ITE“8ell dapat menyelesaikan masalah teknologi
informasi, terutama yang terkait pasal pencemaran nama baik. Pasal ini justru dinilai
seolah memaksa membungkam kritik.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak
Pidana Ujaran Kebencian




nery we[sy sejsIdAu ) ueeyeisndiag
DR ISy YEEPE ful udmno(

Abstract
Technological advances in the field of communication, namely social media,
which makes it easier for people to express opinions, opinions, ideas or ideas.
However, this freedom will become a potential control in conflicts and problems if

there is no one fro omeone So as not to overuse eir freedom in social networks

pers of the police
#al Badrodin Haiti

kKtinguish between
of that has formal

@Scarch is included in

dlin the Criminal Code
le 28 jis. Article 45

ng the Elimination of
/e not provided a sense
for users and providers
ent officers in following
up on ITE cascSre ySC e errent effect, so there are
e police agency is of the

Community Organizations who 28 ¢ opinion that the ITE Law has not been
able to solve information technology problems, especially those related to the
article on defamation. In fact, this article is considered as forcing to silence critics.

Keywords: Legal Policy, Information and Electronic Transactions, Crime of Hate
Speech
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BAB |

PENDAHULUAN

deklarasikan

erdeka, tentu
negara Ind yang bertujuan
sebagai lan Undang Dasar
Republik Indonesia Tahu (selanjutnya dis 3 ), dapat diketahui
bahwa Indonesia adala ara "'_._. : ersebut maka dapat

dicermati bahwa hul : : : emiliki unsur yang

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib’. Hukum pada
dasarnya bersifat dinamis sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan
perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak jarang suatu produk undang-undang
terbit atau memiliki beberapa perubahan guna menyesuaikan perkembangan

zaman tersebut.

! C.ST.Kansil, Pengantar llmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, him.8
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Penyebaran informasi melalui internet umumnya dilakukan dengan

menggunakan berbagai jenis media sosial. Pengertian dari media sosial itu

sendiri adalah media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan

negatif. Cice

disitu ada hukum’ ersebut berka ac yang berbunyi

.lﬁ : naka semakin maju dan
modern pula jenis kejahata . ) . Mengingat kejahatan juga men
gikuti realitas perkembangan kehidupan manusia.Teori ini membuktikan, bahwa
semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern

pula jenis kejahatan di tengahmasyarakat.

2 Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.
Bandung: Reflika Aditama. 2009 HIm 2

® Ermansyah Djaja. Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronika. Yogyakarta: 2012 HIim 12
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Kemajuan  di bidang  teknologi informasi tersebut  seringkali
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak

pidana penistaan, penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau

kebencian me ampak ya Nne te manusia dan
kemanusiaan. ‘Selain itu uj ‘- : -L :h_ i adinya kebencian
kolektif, pe an, pe 1 sk : dan bahkan pada
tingkat vy g : S terhadap kelompok
masyarakat : etni - agama jadi sasaran ujaran

kebencian.

menandingi media-media konv adisional, seperti televisi, radio,

membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh
fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat

peliputan yang lain.*

* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Kementrian Perdagangan RI, Jakarta, 2014.
him28



Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan
saran hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana
penggunanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta
membuat konten berupa youtube, media sosialyblog dan lain.sebagainya.® Internet
atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi sudah mejadi satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ‘yang membuat munculnya hal baru dalam
kehidupan seperti saaat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti
sekarang ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media
sosial sebagal kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan
sudah memanfaatkan media sosial. Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup
terhadap masyarakat.Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar
sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi secara
online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media

sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi.

Dengan media sosial orang lebih- mudah mengeluarkan pendapat, opini,
gagasan ataupun ide. Namun, kebebasan tadi akan menjadi sebuah potensi kontrol
dalam konflik dan masalah apabila tidak ada dari seseorang agar tidak berlebihan
menggunakan kebebasannya dalam jejaring sosial. Tentunya dibalik banyaknya
kegunaan media sosial ada banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan.
Diantaranya dampak negatif yang pasti terlihat ialah seseorang akan menjadi
pemalas karena sudah kecanduan media sosial, dia akan terus menerus memegang

gadget dan memainkan media sosial sehingga tidak mempedulikan kehidupan

® Rafi Saumi Rustian, ‘Apa Itu Sosial Media,’ Universitas Pasundan, www.unpas.ac.id/apa-iti-
sosialmedia Diakses pada tanggal 20 september 2021.



aslinya. Berikutnya orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri karena lebih
banyak menghabiskan waktu untuk menjelajah internet bukan untuk bersosialisasi
dengan orang lain. Dampak negatif lain yang juga sangat merugikan ialah

kejahatan dunia maya atau séring.disebut denganistilah Cyber crime.®

Cyber crime adalah perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan
teknologi digital atau . melakukan sebuah'kejahatan tidak secara langsung
melainkan melalul perantara alat elektronik seperti handphone, tablet, komputer
dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta
dengan maksud untuk melawan hukum.” Cyber crime didefinisikan sebagai
perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan
teknologi digital sebagai sarananya dengan alat elektronik sebagai objeknya untuk
maksud jahat dengan memperoleh keuntungan atau tidak dan merugikan orang
lain. Cyber crime bisa menjerai-siapa saja. Kebebasan dan luasnya jaringan media
sosial membuat celah untuk orang berbuat kejahatan melalui media sosial.
Kejahatan-kejahatan yang timbul dari media sosial masih belum banyak mendapat
perhatian dari pengguna media sosial lainnya“karena pemahaman yang masih
sedikit mengenai aspek-aspek ‘dan dampak hukum dari transaksi menggunakan
media sosial tersebut. Masyarakat banyak yang menggunakan media sosial,
namun hanya sedikit yang tahu aturan hukum didalamnya. Tentunya dengan
keadaan tersebut, masyarakat harus bijak dan waspada dalam menggunakan media

sosial agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang ditimbulkan melalui media

® Sulidar Fitri, ““Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media,”” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan
Dan Pembelajaran 1, no. 2 (2017): 118-123.

" Andysah Putera Utama Siahaan, “‘Pelanggaran Cyber crime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di
Indonesia,”” Jurnal Teknik dan Informatika 5, no. 1 (2018): 6-9



sosial. Hal ini merupakan alasan kuat umtuk meneliti persoalan tersebut secara

empiris.

Perkembangan teknologi komunikasi menjadispisau bermata dua. Di satu
sisi, teknologi-dapat bermanfaat positif, tapi berdampak negatif bila digunakan
tidak secara bijak.Penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak dan
disalahgunakan, memunculkankejahatan cybers Mayoritas atau 80 persen
kejahatan ‘cyber yang diterima pihak kepolisian berupa pencemaran nama
baik dan hate speech ataupun tindak pidana diskriminasi berdasarkan
SARA melalui media sosial dan online. Berawal dari kegundahan karena dite
Robos nya norma-norma hukum serta adat kesopanan dalam mengemukakan
pendapat di muka publik, baik melalui kehidupan nyata maupun dunia internet,
buku Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet menarik
untuk menjadi bahan diskusi di-tengah merebaknya kasus pencemaran nama baik
dan ujaran kebencian yang ada di Indonesia. Bagian pertama buku ini lebih
banyak mengupas tentang penjabaran makna pencemaran nama baik yang dalam
Kitab Undang-Undang . Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah
“penghinaan”. Karena memang pada kenyataannya dalam hukum sendiri belum
ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik. Sedangkan
secara harfiah dalam Bahasa Indonesia, Wawan Tunggul Alam menuliskan bahwa
pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau
mengotori nama baik seseorang. Sebagai perbandingan, buku Pencemaran Nama
Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet juga memberikan definisi khusus

menurut frasa Bahasa Inggris yang diartikan sebagai defamation (pencemaran
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nama baik), slander, libel. Slander adalah fitnah secara lisan, sedangkan libel

adalah fitnah secara tertulis.®

ini yang dite al erla ; A g lolos dari

pemberla Cegiatar atan virtual yang

berdampak

sehingga menjadi konsumsi publik.

Novi Rahmawati Harefa berpendapat, ruang diskusi di dunia maya
yang semakin meluas terutama di media sosial, memiliki beberapa dampak

negatif:®

& Wawan Tunggal Alam, Pencemaran Nama Baik di Kehidupan nyata dan Dunia Internet ,
Wartapena, Jakarta, 2018, HIm. 105



Dampak negatif yang sering terjadi dengan mudahnya berkomunikasi
dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama
pengguna media sosial tersebut adalah menyebarkan suatu berita
yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan, pencibiran atau
pencemaran nama baik, yang pada awalnya hanya ingin
mengeluarkan kata-katanya di status media _sesial, namun pengguna
lupa bahwa semua orang.dapat membaca kata-kata tersebut, sehingga
menjadi konsumsi publik.

Ujaran kebencian dan tindak pidana cyber crime, telah menjadi perhatian
serius dalam  penegakkan.hukum di Indonesia:, Hal tersebut dapat dilihat
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian penjelasan latarbelakang lahirnya UU ITE diatas,
dapat dicermati bahwa UU ITE lahir sebagai bentuk antisipasi atas dinamika
perubahan zaman yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi
khususnya dibidang informasi transaksi-dan' elektronik. Media sosial turut juga
menjadi bagian yang diatur apabila merujuk dalam penjelasan latarbelakang UU

ITE tersebut.

Kapolri dalam menanggapi. kasus-ujaran kebencian menerbitkanSurat
Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian
(Hate Speech) (selanjutnya disebut SE/06/X/2015). Dalam SE/06/X/2015
disebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya

disebut KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan,

° Novi Rahmawati Harefa, Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jurnal Hukum, HIm.1



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran

berita bohong.

Alasan dari diterbitkannya SE/06/X/2015 adalah untuk memberikan sikap

yang rag ah_antara Ke - r kebencian.
Padahal se
dapat disi ~ : ' ebagai pedoman
bagi intern ebi asa dan b enindaklanjuti

kasus ujar

langsung i berit e 3 aran kebencian di

Indonesia. ka

Komisi Pemilihan Umum ya disebut KPU) daerah Medan, turut
menjadi sasaran dalam kasus ujaran kebencian (Hate Speech), penyebaran berita
bohong yang menyatakan bahwa KPU telah lebih dahulu mencoblos pasangan

calon presiden nomor urut 01 sebelum waktu pemilihan tiba. Berita bohong

tersebut memberi dampak kericuhan yang cukup masif di Indonesia.



Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan
melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa.’® Ujaran kebencian
merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk
hasutan, provokasi maupun hinaan kepada.orang lain dalam beberapa aspek
seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih
banyak lagi. Kejahatan mengenai’ ujaran/ kebencian dapat dilakukan melalui
beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye,
pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada,
ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupunmediaelektroniklain.
Istilah lainmengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan,
perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan ‘maksud .untuk menghina,
memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat
prasangka baik ditunjukkan, untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun

korban dari tindakan itu sendiri.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Indonesia, hal ini sangat
menarik sekali untuk ‘diteliti karena masih banyak masyarakat Indonesia yang
menggunakan media sosial tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka salah
dan wajib mempertangungjawabkan di muka hukum. Seringkali pelanggaran
hukum dilakukan karena ketidaktahuan mereka akan aturan perundang-undangan
yang berlaku. Perbuatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus
diselesaikan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman yang

semakin pesat. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban

1 Dian Junita, “KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL, ” Jurnal llmiah KORPUS 2,
no. 3 (2019): 241252

10
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pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui pidana bagi pelaku ujaran sosial. Selain itu, manfaat

pertanggungjawaban kebencian di media bagi akademisi dan manfaat bagi praktisi

menarik se arena ih b at Indonesia yang
menggunakan.n SOS 2 1 " buatan mereka salah
dan wajib mempe wabkan ka | ali pelanggaran

hukum dilakukan karena : dang-undangan

Dalam terminologi umum ada yang namanya hate crimes yang dapat
didefinisikan yaitu berbagai kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan
terhadap orang atau kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar
belakang/ motif kebencian atau prejudice pelaku terhadap korban semata-mata
karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan,

difabilitas, orientasi seksual). Dari penjelasan umum tersebut terlihat bahwa tindak

11
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pidana ujaran kebencian atau hate speech dapat dilontarkan dimana saja tanpa kita

sadari. Kritik terhadap hal-hal terentu apabila tidak dijaga sedemikian rupa maka

akan bisa dibawa ke ranah ujaran kebencian atau hatespeech. Sayangnya masih

hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a)

b)

Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap Ujaran
Kebencian dalam hukum pidana Indonesia saat sekarang ini.
Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap ujaran

kebencian dalam hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

12
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2) Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Dalam kajian teoritis penelitian ini diharapkan kedepannya dapan

D. Kerangka Teori
1. Teori Negara Hukum
Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu

diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau ciri negara hukum itu
sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh

lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum

13



pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut
dipertegas oleh Aristoteles.™*

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat
keadaan negaranya yang-dipimpin oleh.yang haus akan harta, kekuasaan dan
gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan
penderitaan rakyatnya _telah menggugat ,plato untuk menulis karya yang
berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-
citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat
tempat keadilan dijunjung tinggi.*?

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa
arti dari_konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan
keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan
alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata-berdasarkan hukum
atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan
mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.™

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya
kekuasaan negara dibatasi. oleh. hukum dalam arti bahwa segala sikap,
tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para warga negara harus
berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari
istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam
pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan

mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara

“Azhary, Negara Hukum Indonesia, Ul Press, Jakarta, 1995, him 19.
2 1bid, him.20
3 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992 him. 20.

14
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hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia

meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya.Kata negara yang

menjadi negara dalam bahas Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan

s yaitu, rule of

law ata 1 ustice | gara hukum. Kedua

yang didalamnya wilayahnya:
1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat
perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakanya baik

terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan

“Ibid, him.18.
> yudi Krismen, Kejahatan Korporasi: Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam
Usaha Investasi Palsu di Indonesia, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017, him. 16

16 Azhary, Op.Cit, him. 18.

15
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masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus

memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk

pembangunan dibidang

pembaharuan  hukum  (law
reform).Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian
pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik
hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga

hukum formil maupun hukum materilnya.

Y Muslimah Hanim, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, Uir Press, 2007, him 145-146.

16
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Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu
dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan

selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan

QQ. melandasi  kebijakan sosial,

Kebijakan krim

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh
Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegak hukum itu
menjangkau pula pada tahapan pembuatan hukum/Undang-undang .perumusan

pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-

®Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, him. 28.

17
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undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu

dijalankan.’® Hukum pidana materil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif,

menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok

Hukum, yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan
tindak pidana.
Secara umum , pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah

“Policy” atau “beleid” khususnya dimaksudkan dalam arti “Wijsbeleid”,

Nyoman, Sarikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip,
Semarang, 2005, him.23.

20 zul Akrial, Antara Kejahatan “warungan” dan Kejahatan Korporasi, UIR Press, Pekanbaru,
2010, him. 150.

18
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menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, dapat Dirumuskan sebagai
suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif?*, David L Sills Menyatakan

Pidana)

tujuan p

baik da

1.

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan

fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

2l Sultan Zanti Arbi, Dan Wayan Ardana, Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial,
CV.Rajawali, Jakarta, 1997, him. 63.

2 bid

»Barda Nawawi Arief, Op.Cit, him. 23.

#Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media Yogyakarta,
1999, him. 9.

19
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Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum
maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “politik Hukum” adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

Negara da nenga n  membatasi asa alk kewenangan
masyarakat.p un ertind 2 10 laku maupun

kekuasaal KeWe : - alam menjalankan

b) Tahapan kebijakan yudikatif/aplikatif;dan
c) Tahapan kebijakan eksekutif/administratif.
Namun dalam penelitian ini penulis lebih pokok dalam membahas
mengenai tahapan kebijakan legislatif/formulatif dalam upaya pemerintah

melakukan penanggulangan ujaran kebencianual di Indonesia.

% Barda Nawawi Arief, Op.cit him. 26
* bid, HIm 28
“Ibid, HIm 28

20



Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegak hukum pidana
tersebut terkandung didalam tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan
legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan
perbuatan apa.yang dapat dipidana yang berorientasi pada. permasalahan pokok
dan _hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,
kesalahan/pertanggungjawaban ' pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan
oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan
kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum
atau pengadilan dan kekuasaan esekutif/administratif dalam melaksanakan
hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.”

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegak hukum tersebut diatas
penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.Sebagaimana diutarakan Barda Nawawi Arief,
bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada
hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) "dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social
walfare).?

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana
merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula
yang menyebutnya sebagai “older philosophyof crime control”*dilihat sebagai

suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempersalahkan apakah perlu

% 1bid, HIm28
» Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penangguangan
kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him. 73.
*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
1984, him. 149.
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kejahatan ditanggulangi, dicegah, dan dikendalikan dengan menggunakan

sanksi pidana.

Agar dapat menjalankan hukum pidana (substansif) perlu hukum yang

tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan
“social defence”. 3

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan
mayarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence)

adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran

® Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Raja Grafindo, Depok, 2018, him. 3.
% Barda Nawawi Arief, , Op.cit, him 73.
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defense sosial yang lebih moderat) Menurut Marc Ancel, sebagaimana dikutip

oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa:

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai
salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah
satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik

kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan

#Ibid, HIm 74
¥ Moh.Hatta, Kebijakan Politik Kriminal : Penegakan Hukum Dalam Rangka
Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him.15.

* bid, hlm. 15
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datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang
berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah

disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya

fundame

antara la

merupaka

Menurut simon perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang teah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh

undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat

*® bid, him 23
*'Ibid, him 31
* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, him. 54.
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dihukum.*Menurut Van Hammel perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia

yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum patut atau bernilai

untuk dipidana karena kesalahan.*

iy disay yejepe il udwnyo(]
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*Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika,
Jakarta, 1991, him. 4.

“Ibid, him 6

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 132.
*Adisasmita Raharjo, 2011, Pengelolaan Pendapat dan Anggaran, Graha ilmu, Yogyakarta,
Him 170
*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta ,2002, him 5
* Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015
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Metode Penelitian
Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

Q% . wkum atau studi dokumenter

%"Tﬁh" g ingin peneliti kaji.*®

yang berkaitan denga

2) Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana

> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him.

39.

*® Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 13-14.
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Ujaran Kebencian dalam hukum pidana Indonesia. Yang mana menurut
penulis kebijakan disini adalah suatu tujuan untuk mencapai suatu yang

ditetapkan bagaimana memberlakukan hukum tersebut, dan akan dibawa

atu mata rantai dari

undang Hukum Pidana;

¢) Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Bahan Hukum Sekunder
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e) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan
Ujaran kebencian (Hate Speech)

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan

dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan
tulisan lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang
digunakan untuk mendukung penelitian hukum ini.

5) Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yang mana

analisis kualitatif ini menggambarkan dan menguraikan data secara
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deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas
tersistematis dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan,

elakukan dengan cara

S Unynant® '%

*" Burhan Ashaf, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him. 100.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Mayantara (Cyber crime)

Development (OECD) ikan kejahatan komputer sebagai

berikut: “’setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan

* Widodo, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, Aswindo, Yogyakarta, 2011, him. 7.
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dengan pemrosesan authomathic atau transmisi data”.** Dari definisi
tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk

dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang

kejahatan yang bertentangan-dengan peraturan perundang-undangan, baik
melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil.

Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan“cyber crime” tindak pidana

* Eddy Djunedi Karnasudiraja, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, CV Tanjung Agung, Jakarta,

1993, him. 3

%0 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana Dibidang Computer, Sinar Grafika,Jakarta, 1989, him. 26
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yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah

dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan).

2.

‘ a, Cybercrime

~

1)

-

"g 8k atau tidak etis

W

Er - (cyberspace)

E- E’ mana Yyang
=

= g

==y

- = an peralatan

< =

e =

a = ateril  maupun

e .

gz 1

@ = ga diri, martabat

@ 2 .

hT = pesar dibandingkan

= =

ﬂi

=

aplikasinya.
e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa

diartikan melintasi batas negara.

1 Abdul Wahid Dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, Bandung,
2005, him. 76
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3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang

berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang

omunikasi, dalam

beberapa

sistem jaringan

sepengetahuan

2 Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi
Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, him. 9-10
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c) Data Forgery

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan

intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya

adalah peniru tampilan pada web page suatu situs milik orang lain

34



secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata

merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya

g) Infrengments Of Privacy

-
=]
-
e
=
-
oo
W-—'
& Z
2 =
= 2
=
o o
< &
o —
iy -
- >
0 7
o =
=
@ 2
—
B =
E?w'
ﬂ-
I

terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada
Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya

pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-

% Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005,
him. 1.
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wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum

mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan

masyarakat dari suatu bangsa.

ikiran . a2 hukum itu sendiri

“WQ\}\“ .’@ ara atau pun

Dalam nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik
ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato

tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya

** Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review, Ull Press, Yogyakarta, 2005,
him.1.
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Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya politica.>® Sejak dahulu

kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di

antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut

negara yang baik.>’ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya

*® Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 2.
% Moh. Kusnardi, Hukum Tata Cara Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, him. 153.
> Rozikin Daman, Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, him 166.
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hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi
pergaulan hidup antar warga negaranya.®

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia

usi yaitu pertama,

kedua,

ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-

wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah

% Moh. Kusnardi, Op.Cit, him. 153.
% Rozikin Daman, Loc.Cit

% Moh. Kusnardi, Op.Cit, him. 154.
%! Rozikin Daman , Loc.Cit

82 M. Kusnardi, Op.Cit, him.154.
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berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak

rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan

despotik.”® Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan

mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuab mengenai hukum yang

berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.

8 Ridwan HR, Loc.Cit

% Azhary, Negara Hukum Indonesia, Ul Press, 1995, Jakarta, him. 20-22

% Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2011, him. 234.
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3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.

4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya

dengan daya kerja norma-norma hukum.

gori dan negara
teori menurut
teori adalah
roposisi - yang
dengan merinci

enjelaskan dan

Notohamidjo menggunakan kata-kata ““...maka timbul juga istilah negara

hukum atau rechtsstaat”.®’

% Fred N. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, him. 14-

57 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Prinsip-Prinsipnya
Penangananya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
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Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan

rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut

ini:

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina lImu, Surabaya, 1987,
him.30.
%8 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982, him. 72.
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lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, Yaitu perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia.®

Pengertian negara hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu negara

a ‘ i materil, yang akan
W%\ .ﬁa’
i3 ‘1? 1 agar jagan
P gar Jag

arti formal

' o
‘*P 5’ arganya secara
Vel

bidat Hj onomian atau
berlaku  dalam
. Negara hukum
terkenal dengan

dalam arti kata

ukum yang benar dan
adil sehingga hak-ha \ benar-benar terlindungi”.”
Sedangkan negara hukum yang dikemukakan oleh Bintan R. Saragih

ialah “sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya

didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-

% Philipus M.Hadjon, Loc.Cit
70 Bernhard Limbong, Pengadaan Tananh untuk Pembangunan Rugulasi Kompensasi Penegakan
Hukum, Rafi Maju Mandiri, Jakarta, 2011, him.49.
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wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan

menurut kehendak sendiri”"*

Dalam teori negara hukum unsur ketiga merupakan hukum, hukum

Terdapat empat ciri hukum positif dalam negara hukum, yaitu,

perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Perintah adalah aturan yang

" pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945,
Konstitusi Press, Jakarta, 2012, him. 23.
72 salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan
Tesis, Rajawali Pers, Depok, 2018, him. 4.
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harus dilakanakan, baik oleh warga negara maupun oleh pembentuk

hukum positif tersebut. Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan

kepada seseorang yang mana telah memenuhi unsur unsur melakukan

~
1]
-
-
Z
- 2
2 o
E‘ 5 dahulu perlu
& =
- ara hukum itu
E E nya sudah tua, jauh
bte: 13
g B a negara hukum
3 E
B ikiran tersebut
- >
5 2.

=
e
z = al dari ia melihat
=
E .s keadaan neg s akan harta, kekuasaan
E dan gila kehorma eme t enang-wenang yang tidak
o
=

memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk

menulis karya yang berjudul politeia, berupa suatu negara yang ideal

" Ibid, him 23
™ Azhary, Op.Cit, him. 19.
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sekali sesuai dengan cita- citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin
negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna

a berlandaskan atas

penguasa atau
negara harus

i arti dan makna

kembar negara hukum vyang kini jadi istilah dalam ilmu hukum
konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan

asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia

" bid, him 13
78 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum , Angkasa Raya, Padang, him. 20.
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berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam

ketatanegaran Indonesia.’’

Pengembangan teori negara hukum di golongkan berdasarkan tradisi

hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi

kaidah yang mengikat umum. Hakim berperan besar dalam membentuk

" 1bid, him.18.

" Ibid, him.18

™ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him.
68.
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seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim memiliki wewenang yang
sangat luas dalam menafsirkan peraturan hukum. Serta menciptakan

prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-

pemerintah.®
Yang penulis kutip dari Dicey negara hukum menganut paham “rule

of law” vyaitu, Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang,

8 1bid, him. 71.
8 1bid, him. 7-8.
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persamaan dimuka hukum (equality before the law), supermasi aturan-

aturan hukum dan tidak ada kewenang-wenangan tanpa aturanyang jelas.

Sedangkan negara hukum menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara

demokratis terdapat ciri ciri khas yakni, adanya pemilihan umum yang
bebas dan rahasia, adanya dua atau lebih partai politik, kebebasan untuk

menyatakan pendapat dalam batas-batas yag cukup luas, Hak Asasi

8 sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hm.122.
® Hardjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, him. 82.
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Manusia dihargai dan dijunjung tinggi, kekuasaan para penguasa tidk tak
terbatas.>*

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila

Julius  Stahl

6. Menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (national

and social security);

# Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
Refika Aditama, Bandung, 2014, him. 14.

8 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium Ul, Jakarta, 1996,
him. 24.

% Ibid, him 28
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7. Menghormati kesehatan umum (public healty);

8. Menghindarkan penyalahgunaan hak (abuse right);

9. Menghormati asas-asas demokrasi;

oelas prinsip
v .
ﬁ ang. Ketiga
fama V3

"g a'yang menyangga
E - sebut sebagai
- =
o Z
& =
= 2
=)
B »
< &
¢ =
E- : -Undang Dasar

=
e
2 = enden, dan saling
5 =
E memihak (independent and
o
=

impartial judiciary);
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (administrative court);
8. Tersedianya peradilan tata negara (conctitutional adjudication);

9. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (human dignity);

8 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, him. 62-63.
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10. Bersifat demokratis (democratishe rechtsstaat);

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare

rechtsstaat);

tersebut merupakan pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya satu

8 1bid, him. 10.
8 Ni’matul Huda, Op.Cit him 9
% 1bid. him 11
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule
of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.®*

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:*

ip supermasi

Q‘Q\‘ .? 3

gan hukum

\m‘

hukum dan

A EOTT

aksakan secara

o

Pembatasan Kek
Adanya pembatasan kekuasaaan Negara dan organ-organ
Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara

vertical atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

° 1bid, him 12
%2 1bid, him 12
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5. Organ-Organ Eksekutif Independen
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di aman sekarang

berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang

Se organisasi tentara,

“Viynpan® lg@

a lembaga-

:E ?ﬁ a, Komisi
- " |

"g aran, dan lain
- ini
B

E‘ 5 saan eksekutif
& 5

- o gga tidak lagi
E E ksekutif untuk
-

g = pimpinannya
5 =

- ianggap penting
& -

@ = t disalahgunakan
@ 2

p—

=

= 7 6

E tidak memihak (independent
o

= and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini

mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan

tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga,
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baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang

(ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara

negara yang
bagi tiap-tiap
mengadopsikan

dalam sistem

Adanya perlindungan konstitusioa terhadap hak asasi manusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses
yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut

dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan
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penghormatan dan perlindungan terhadaphak-hak asasi manusia

sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (democratische Rechtsstaat)

proses pemb _sehingga kelemahan dan

Q T
Agae

me Kkelembagaan resmi dapat
dilengkapi secara kompleme an serta masyarakat secara langsung

kekurangan yang

(partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
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C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang ITE

1 Sejarah dan Perkembangannya

ini telah

2 bidang atau

jauh dan manusia dapat informasi dari segala penjuru dunia

melalui internet.

% Agus Sudibyo. 2019. Jagat Digital : Pembebasan dan Pengawasan. Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia. HIm. 210
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Terlebih lagi adanya media sosial sebagai media baru hasil dari

Perkembangan  teknologi informasi dan  komunikasi, semakin

memfasilitasi semua orang untuk berjejaring seluas mungkin untuk

yang luas. Pedagang dituntut untuk menciptakan ekonomi kreatif karena
persaingan yang semakin kuat. Setiap orang dapat mengakses dan terlibat

dalam aktivitas perdagangan di dunia virtual. Dalam kegiatan industri,

94 Ibid. HIm 5
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moda produksi terhubung dengan komputer dan internet sehingga
memudahkan pengoperasian, pengoordinasian, pengawasan, serta

meningkatkan efisiensi dan efektevitas produksi. Dunia bisnis semakin

’ sar terhadap
n teknologi ini

o

gat

5 itawarkan oleh
-4
o
sib

rentan terjadi

apa saja. Penipuan

20 (2 805 5]

"
-

nyebaran berita

yang dapat dilakukan, sehingga pada saat terjadi kejahatan tersebut dapat
dilakukan upaya penanggulangan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai
sistem pembuktiannya karena tentu saja pada saat terjadinya kejahatan
yang bersifat teknologi dan transaksi elektronik akan membutuhkan alat-

alat bukti yang bersifat elektronik juga. Berbicara mengenai sistem
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pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), alat-alat bukti yang ada sangat terbatas dan tidak ada

pengaturan mengenai alat bukti elektronik, kalaupun ada sifatnya terbatas

‘-'@ a terbatas dalam rangka
pengembangan dan pe “ omunikasi. penelitian dilakukan
sejak 1999 oleh Pusat Studi Cyberlaw Universitas Padjadjaran

bekerjasama dengan Jurusan Teknologi Elektro Institut Teknologi

95 Mastur. 2016. implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik sebagai tindak pidana non konvensional. Jurnal Kosmik Hukum Vol.16 No.2,
150 - 167. HIm. 153
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Bandung dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen

Perhubungan RI dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PT1)%,

Departemen

2litian  untuk
dang Informasi
n 2003, kedua
angan undang-

i dan Transaksi

Andi Mattalata

April tahun 2008 menjadi UL 0. 11 tahun 2008. Pertimbangan di

sahkan RUU ITE adalah :

96 Atmaja, A. E. 2014. , kedaulatan negara di ruang maya: kritik uu ite dalam pemikiran satipto
rahardjo. Jurnal opinion juris Vol. 16, 48 —91. HIm. 71

7 |bid
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a Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan

yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang

terjadi di masyarakat;

dupan manusia

memengaruhi.

undangan demi kepentingan nasional,

e Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam
perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
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f  Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi
melalui infrastruktur ~ hukum dar. pengaturannya sehingga

pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk

donesia yang
ebagai respon
Informasi dan

iliki beberapa

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
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sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,
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Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
Sementara itu penyelenggara sertifikasi asing beroperasi di Indonesia

dan harus terdaftar di Indonesia.
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4) Penyelenggaraan sistem elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah,

an aman serta

m  Elektronik

5)

baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi

berlangsung.
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6) Nama domain

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,

Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan

s.a &
QD
QD
oD
=1
—
@
(¢»)
=
[
QO

3

Dalam hal pembuatan konten, Setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian,

pencemaran nama baik serta pemerasan, pengancaman, serta yang
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menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas SARA serta yang berisi
ancaman kekerasan. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 hingga 12 tahun dan/atau denda

er dan/atau

pengamanan
ingga 8 tahun
us juta Setiap

intersepsi atas

lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan, memindahkan atau mentransfer suatu Informasi
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Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik

publik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak,

sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik

perbuatan yang dilarang dan sandi lewat Komputer, kode akses, atau
hal yang sejenis dengan itu, yang ditujukan agar Sistem Elektronik
menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang

dilarang. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan
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N

pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 10 miliar Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

—

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan

bertanggung jawab
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e Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi

pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata

sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan
mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian

hukum dan rasa keadilan masyarakat.
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VII1/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan

kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di

warga negara

undang-undang

ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus

dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh
karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau

frasa —Xkhususnya terhadap frasa —Informasi Elektronik dan/atau
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Dokumen Elektronik. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut
akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat

(1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan

%. gakibatkan kerugian
iy

kebencian atau permusu

nik, serta perbuatan menyebarkan
Wae

an suku, agama, ras, dan golongan,
dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan

secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin,

disimpan untuk di diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.
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Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan

Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam

taas

kendalinya atas pern

dan/atau Doku dak re van yang berada di bawah
ang bersangkutan berdasarkan

penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-
undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali
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ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan

terkait dengan
dan Transaksi
sal 27 ayat (1),

hukum pidana

98 Indah Mutiara & Fino Yurio. 2018. Ini 8 poin utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan
hari ini. News.detik.com. https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-
yangmulai-diberlakukan-hari-ini. Diakses 20 September 2021
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1) Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan

mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat  dapat

diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau
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diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi
paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1

miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
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b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman

kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12

(dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
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a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali

dengan ketentuan KUHAP.
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b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan
Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam,

disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan

mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak

relevan.
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D Tinjaua

G Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari

segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi

elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan

.‘:‘\3\3\\

> oy
o

U

orti ras, warna kulit, gender,

kelompok yang lai Q Q ‘ “‘m S

cacat, orientasi seksual, kev an, agama dan lain-lain. Dalam arti
hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan,
ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan
kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut

ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau
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menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site).

Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk

mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Ujaran Kebencian (Hate Speech)

(Hate Speech)
Surat Edaran

Kapolri

Pasal 311, k asa i asal 45 aya 0 11 tahun 2008

diatur dalam Su nor:  SE/06/X/2015 Tentang

dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal

Badrodin Haiti.

99 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Jakarta, Pustaka Utama
Grafiti, 2009, him 38
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Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa

penggolongan Ujaran Kebencian (Hate Speech) diatur di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk antara lain sebagai

atan semacam itu juga, yang

bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”*%

100 Surat Edaran Kapolri Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech) him. 5
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Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab
Undang- Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut

dengan KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk

antara lain:3

dalam ujaran kebencian. MK dalam putusan No. 1/PUU- X1/2013 menghapus
kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian

perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.4
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Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut
kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai

komunitas dibedakan dari aspek:

DI disay yepepe fur udwnyo(

nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

k Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

a Dalam orasi kegiatan kampanye;
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Spanduk atau banner;

Jejaring media sosial;
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BAB Il
PEMBAHASAN

A Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Hukum

iﬂ k provokasi,

o
ﬂ! ain dalam hal
[
Fing

Pasal 16 UU No. 40 Tahu entang Penghapusan Diskriminasi Ras

dan Etnis.

01 Admin, Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), terdapat dalam
http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html. 15 November
2016. Diakses pada tanggal 20 september 2021.
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Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana
terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor:

SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum

n&’,«. @ di dalam peraturan

perundang-unda Q & ‘

) W

berupa ancaman pidana.
Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam

delik formal. Dapat dikatakan delik formal karema sesuai pengertiannya,

delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya

tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
84



ujaran kebencian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila

seseorang atau lebih melanggar peraturan perundang-undangan terkait

ujaran kebencian maka ia dapat dipidana.

iy disay yejepe il udwnyo(]

Yang merupa . ha B “‘:‘#ﬁ'

terjadi diskriminasi, |

maupun kelompok agar

ghilangan nyawa dan/atau konflik

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

sosial;

4 Yang dilakukan melalui berbagai sarana.
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Sebagaimana unsur-unsur ujaran kebencian yang dijabarkan diatas,

dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran

kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh

Diskriminasi yang dimaksud adalah adanya pembedaan, pengecualian,
pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau
pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
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budaya. Kekerasan juga menjadi salah satu sasaran dilakukannya tindakan
menebar kebencian yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis bahkan berakibat

mpulan data elektronik,
suara, gambar, peta,

at dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah

sebagai berikut:

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
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elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

—~
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192 syrat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate
speech), him. 5-7
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a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

1) Pasal 156 KUHP:

juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: “

(1). Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau

menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya
89



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencan atau
penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat

Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum,

.* 5’-’ um lewat lima

‘;« ena kejahatan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara
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paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

apa -yan .. a dia diancam

‘? a empat tahun.”

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

konsumen dalam transaksi elektronik.

(2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
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atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan

(SARA).

ang n UNSL
ROIAS L4, o
e i dana d 0 dana penjara

o

sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
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d. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis:

orang, penganiayaan,
pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan,
atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras

dan etnis.

2). Pasal 16:
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“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian
atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan

etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka

enjara paling lama 5

“!“\“ .@6 0,000.000,00

(KUHP) dan

perbentuk antara

f  Menghasut;

103 Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran
kebencian (hate speech),him. 2
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g Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas

memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi,

kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

gender serta

diskriminasi,

atau pencemaran tertu ) dilakukan terhadap seorang, baik di
muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu
sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang
dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan
ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
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Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika

tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk

tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, tuduhan

aling lama empat tahun. (2)

Pencabutan pasal 35 no. 1-3 dapat

dijatuhkan.”

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran
kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik

langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau
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nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan,
keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis,
gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi
gender serta serangan. berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi,
permusuhan atau kekerasan.58 Pencemaran nama baik terdapat dalam
rumusan Pasal 310«KUHP 'jo. JUU No. 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan~ Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam; karena pencemaran, dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau dena paling banyak
tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau
gambaran yang_. disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka
umum, maka yang- bersalah;, karena- pencemaran tertulis, diancam
pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling
banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau
pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi
kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun
pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan
kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan
tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut

pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang
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dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah
melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar

(diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu

Pasal 335 ayat (1) but HP. Dengan demikian perbutan tidak

menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.
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e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan,

kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau

o

HRAENS NS

tetapi bukan “memaksa”.63 Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal
160 KUHP. g. Penyebaran Berita Bohong Menurut R. Soesilo,
Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar

dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang
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dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu
kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu

kejadian.'®

%,
&

terlepz atu kejahatan

terdapa ratur penegak

hukum nanggulangan

kejaha penal (hukum

BAANAAGy

pidana) policy) harus
memper : angan  kejahatan.

Kebijakan' hu i 1S kebi rut A. Mulder

Hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan

melalui sarana penal memberikan perlindungan hukum melalui formulasi

104 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi
Pasal, Politea, Bogor, 1991, him. 136.

1% Barda Nawawi Arief, Op.Cit HIm.27
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atau rumusan tindak pidana. Formulasi tersebut diimplementasikan dalam

undang-undang kemudian ditegakan. Sebagaimana fungsi hukum pidana

yang dikemukakan oleh Hart yakni, “fungsi hukum pidana adalah untuk

QQ‘

materi cakupan yang

ITE itu terkesan tidak fokus dikarenakan banyaknya hal yang diatur tiap-
tiap bab di dalamnya. Kemudian berdasarkan implementasi terhadap

Convention on Cyber crime yang banyak digunakan sebagai pedoman

106

34

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, HIm
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penerapan oleh negara-negara secara umum dalam pengaturan hukumnya,
banyak ketentuan article 11 -attemp and aiding or abetting dalam

Convention on Cyber crime yang tidak diatur secara khusus dalam UU

nnya. Dalam

S

informasi dan

o]
]
QD

dan pemanfaatan S i mungkin dan
bertanggung jawab, kemudian yang menjadi tujuan sebuah undang-undang
secara umum adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan

penyelengara Teknologi Informasi. Kemudian dalam penerapan UU ITE
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agar mencapai tujuan seperti apa yang termuat dalam pasal 4, Indonesia

mempunyai beberapa faktor penghambat, sebagai berikut:
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pencemaran nama baik.

UU ITE dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan, dan
kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi pengguna dan

penyelengara Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan aparat penegak
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hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus ITE dikatakan lelet dan tidak
menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak kejahatan ITE yang

meresahkan masyarakat. Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut

mengenai

dan benar

crimesdengan
serta pelatihan

dan perangkat

0
@‘\\\‘

d Dalam transaksi elek g dilakukan tanpa perlu tatap muka
antara penjual dan pembeli serta tidak adanya saksi yang melihat dan
mendengar secara langsung, maka perlu dibentuknya suatu komunitas

cyber sebagai wadah masyarakat dalam memberikan komentar negatif
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agar orang lain lebih berhati-hati terhadap berbagai website maupun

oknum sebagai penawar suatu produk dan sering melakukan penipuan.

Kritik juga telah disampaikan Damang pada kasus Fadli

Pada UU ITE No. un 2008 hal ini memang tidak dijabarkan
secara lebih jelas. Tentu saja ini menjadi bahan pertimbangan terkait

keefektifan sebuah undang-undang ketika diimplementasikan dalam

107 AL-Khawarizmi, D. A. (2015). Fadli Rahim dan Pasal Karet UU ITE. Retrieved Agustus 22,
2018, from http://www.negarahukum.com/hukum/pasal karetuuite.html
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kehidupan bernegara. Pada beberapa ayat, mengenai perbuatan yang
dilarang, hanya meneyebutkan perihal jenis-jenis perbuatan yang

dilarangnya saja tanpa adanya penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail.

rasa pemerintah sudah
berusaha meminimalisir kegelisahan atau pro dan kontra dari
diberlakukannya UU ITE. Meskipun pada kenyataannya pro dan kontra
tetap saja ada. Pemerintah menolak untuk menghapus pasal karet pada

revisi undang-undang. Permasalahan-permasalahan mengenai UU ITE
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terutama perubahannya, telah dikemukakan oleh Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Kedua

badan tersebut menyebutkan revisi UU ITE memiliki setidaknya beberapa

o
o
ckspre
o
ﬂl
g

{i"‘«‘»‘%‘

penapisan konten aka
oleh pemerintah. Sedangkan prosedur pemutusan akses yang minim serta

tidak memadainya indikator yang dilarang, justru akan mengakibatkan

kewenangan yang berlebihan serta bisa disalahgunakan oleh pemerintah.
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Sehingga, hal ini dapat menjadi alat mensensor berita, seperti berita

publikasi media dan jurnalis dari masa lampau.'%®

Akan tetapi,
UU ITE juga
ran kebencian
angi  anggapan

bukan menjadi

108 gsawitri, A. A. (2016). https:/nasional.tempo.co/read/815609/disah kan-dpr-ini-lima-
kelemahan-

revisi uuite/full&view=ok. Retrieved Agustus 24, 2018, from https://nasional.tempo.co/read/81560
9/disah  kan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uuite/full&view=ok. Diakses pada tanggal 20
september 2021.
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109

ujaran kebencian.”~ Menurut kejaksaan, terdapat beberapa hal yang harus

digaris bawahi terkait UU ITE:

1) kemampuan penegak hukum dalam penguasaan teknologi masih minim.

pula dengan

egakan hukum

i UU ITE. Hal

109 Latif, Z. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang
Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Tesis. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada, 2017

110 Tobing, R. L. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI. Laporan
Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik. Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak
Asasi ManusiaRlI, 2018
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Tindak pidana ujaran kebencian yang melanggar UU ITE
membutuhkan lima alat bukti yang mengacu pada KUHP. Alat bukti

tersebut berada pada pasal 184 ayat 1.
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pasal Undang-undang lain di luar KUHP, maka penanganan akan

dilakukan oleh bagian kriminal khusus.***

11 Kusumawati, |.Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran
Kebencian . Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
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Penanganan masalah tindak pidana ujaran kebencian yang
dilakukan oleh anak melalui media sosial dimasukan ke dalam

musyawarah masyarakat. Ujaran kebencian di media sosial ini dapat

.-'W
<2
*

tahun 2016, dengan jumlah kasus 54 dan 32 kasus pada tahun 2017. Pasal
kedua yang paling banyak duganakan adalah pasal 310 dan 311 KUHP
dengan 74 kali digunakan Selanjutnya ditempati oleh pasal 28 ayat 2,

dengan penggunaan sebanyak 60 kali. Ketiga pasal tersebut berhubungan
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dengan ujaranujaran yang mengarah pada kebencian. Namun, kasus-kasus
yang berhubungan dengan UU ITE tersebut banyak yang kemudian tidak

dilanjutkan, karena kekurangan bukti. Meskipun demikian, untuk bisa

akan pernah terselesaikan. enjadi bukti bahwa kasus-kasus yang

terlapor belum tentu masuk ke dalam unsur-unsur ujaran kebencian.

112 Gerintya, S. Periksa Data Betapa Kecilnya Peluang untuk Lepas dari Jerat UU ITE. Retrieved
September 1, 2018, from https://tirto.id/betapa-kecilnya-peluanguntuk lepas-dari-jerat-uu-ite-
cVUm (2018) Diakses pada tanggal 20 september 2021.
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Menurut  Riduan  Syahrani  yang  dimaksud  dengan
pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum

kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian

3.Surat;
4. Petunjuk; dan

5. Keterangan terdakwa.
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Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau
elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam

Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang

gaimana yang
pukti yang sah
Dari ketentuan

Elektronik dan

asi  Elektronik dan Dokumen
Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU
ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama
tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan
dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan
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perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan

berekspresi da Q ende a maya bukan berarti tanpa batas,
a\\\‘?"

tetapi terdapat hukumy patasi. Di Indonesia, keberadaan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menjadi acuan yang sering digunakan pemerintah sebagai
hukum yang membatasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selama ini tidak
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disepakati oleh seluruh publik karena dipandang membatasi kebebasan
berekspresi. Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3)

mendapatkan informasi secare at tersebut merupakan seebuah gejala
mendunia. Tidak hanya terjadi dalam negara yang notabene merupakan

negara maju, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang. Maka tidak

3 Mochamad Dedy Kuriniawan, Ambivalensi Transaksi Elektronik Terhadap kebebasan
Berekpresi Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, 2018, HIm 7-8
114 H

Ibid
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mengherankan jika di Indonesia cyber crime sudah sering terjadi akhir-

akhir ini. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk

Di era perkembangan dewasa ini, menimbulkan konsekuensi
bahwa negara yang dalam hal ini adalah pemerintah dan hukum harus

kembali mengambil perannya, yakni mengatur dan memberikan

5 1bid
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perlindungan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan tertib, serta
memberikan kepastian hukum termasuk hukum pidana, agar tidak terjadi

kekosongan hukum yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat

| st
hukum pica

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang
dicita-citakan. Produk kebijakan hukum pidana dapat mencerminkan
harapan masyarakat. Ada dua karakter produk hukum yakni, pertama

produk hukum responsif/ populistik adalah produk hukum yang
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mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat. Hasilnya bersifat
responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam

masyarakat. Kedua produk hukum yang konservatif adalah hukum yang

pu mengatasi

ebencian.t®

116

Ari Budiarti dan Widodo Tresno Novianto, Op.Cit, Him. 263
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

2. Undang-Undang ITE dikatakan belum memberikan rasa aman, keadilan,
dan kepastian hukum dalam undang-undang ini khususnya bagi
pengguna dan penyelengara Teknologi Informasi. Hal ini dikarenakan

aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus ITE dikatakan
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lelet dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga masih banyak kejahatan

ITE yang meresahkan masyarakat. instansi kepolisian berpendapat bahwa

penegakan hukum yang berkaitan dengan TI belum dapat diselesaikan
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dan tepat.
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